
SALINAN

KOMISI PEMILIFIAN UMUM

KAI}UPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN TANJUNG JAEIUNG BARAT

NOMOR 386 /PL.O2.2-Kptl1s06/KPU-Kablxl2Or9
TENTANG

PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN

PASANGAN CAI,ON PERSEORANGAN DAI.AM PEMIUHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O17

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wekil Gubernur,

Bupati dan Wakit B1pa[ dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor l5 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Penca-lonan Pernilihan Gubernur dal Wakil Gubernur,

Bupa.ti dan \Mekil B1tp21i, dan/atau walikota dan Wakil

Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tfntang Penetapan

Syarat Juml,ah dan Persebaran Dukungan Pasangal Calon

Perseorangan datam Pemilihal Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 202O;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentarlg Penetapan

Undang-Undang Damrat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Pembentukkan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera

Barat, Jembi, Riau (Irmbaran Negara Tahun 1957 Nomor 75);

Mengingat

2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Sarotangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II

Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undalg-Undang No.l2

Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom
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Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Tambahan

kmbaran Negara Nomor 2755);

Undalg-Undang Nomor 54 Ta-l.un 1999 Tentang Pembentukan

Kabupaten Samlangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi, darr Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tambahal

kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 39O3);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O15 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undalg-Undalg Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengal

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2O16 tentang Pembahan

Kedua atas Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2O15 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undalg nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor

58e8);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O17

tentang Pencalonan Pemilihan Gutrernur dan Wakil Gubernur,

Bupati darl Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihal Umum Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakit Bupati, dan/ atau Wa-likota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Repubfik Indonesia Tahun

2O17 Nomor 1586);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihal Umum Gubernur darr Wakil Guberour, Bupati dan

Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
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202A (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

eo5);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Nomor 358/PL.O1.z-Kpt/15O6/KPU-

Kab/[f /2OL9 tentang Rekapitul;asi dan Penetapan Daftar

Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun

2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Nomor 383/PP.01 .2-Kpt/1506/KPU-

Kab/X/2O19 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tanjung Jabung Barat Tahun 2O2A;

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

l9L7 I PL.A1.9-SD/06 | l<PlJ /lxl 2AL9, tanggal 3 September

2Ot9, perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Watikota dan Wakil Walikota Tahun 2A2O;

2. Surat Komisi Pemiilihan Republik Indonesia Nomor

2O\6/PL.O2.4-SD/01 II<PU lxl 2019, tanggal 22 Oktober

2}lg, perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan

sebarannya yang menjadi syarat Penentual Batas

Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan

Penatnbahan Infonnasi pada Formulir B.I.KWK

Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak

2020:'

3. Berita Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor

62 I PL.A\.2 lP,Al I<PU-Kab lxl 2At9 tanggal 26 Oktober

2A1g Tentang Penetapan syarat Jumlah Dan Persebaran

Dukungan Pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun

2020
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

UEUUTUSI(AT

KEPUTUSAN KOMISI PEMII-IFIAN UMUM KAE}UPATEN

TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN SYARAT

JUMI,AH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DAI-AM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2O2O

Menetapkan Syarat Jrrmleh dan Persebaran Dukungan

Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangal

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tarjung Jabung

Barat Tahun 2020, sebagai berikut:

a. jumlah dukungan paling sedikit sebesar l(P/o (sepuluh

persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum

Tahun 2019 sebanyak 214.273 (dua ratus empat belias

ribu dua ratus tujuh puluh tiga), yaitu sebesar 21.428 (dua

puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan); dart

b. jumlah dukungal sebagaimana dimaksud da-lam huruf a,

tersebar di lebih dai Su/o (li'.a puluh persen) iumlah

kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keputusan ini mulai bertraku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala T\rngkal

pada tanggal 26 Oktobet 2Ol9
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